
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DII\AS PENANAMAN MOI}AL }AN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jln.II. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22681

lv{enirnt"lang

N,{engingai

KEPTJTUSAN BTIPATI PESISiR SELATAII
NOMOR : 570/03/DPIIPTSP-PSILKP N 12022

TEn-'[ANG

IZIN OPBRASIONAI, SATUA]Ii PEI\DIDtKAii'[ NON FORN{AL

I-EMBAGA KtlRStlS PELATIHAN (LKP) NADZIFi{
BUPAT'I PESISIR SIiLATAN,

: Bahwa daiiam -rarigka rier;i'ocliitan kepas'Liair hukutir kepa,ia lerr'uaga

pendidikan Nonfomal dalam memberikan lavanan pendidikan keprsflg

rnasyaralial perlu ditetapkan de.lgan Keputusatr Bupati Pesisir Selatan

tentang lzin Operasional Lernbaga I'endidikan Lembaga Kursus Pelatihan

(LKP) NADZtFA.

1. Undang-Untlang Nclmor 12 Tahuri 1956 ienta:rg Pernbentukan Daerah
Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah ( Lsrnbaran Negma Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25)

Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undalg Nomor 58 Tahun

l08,Tambahar1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Thhun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

3. Llndang - Undang Nomor 23 Tahun 20i3 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggalan 2014 (I-embalan Negara Republik
Indcnesia Tahun ?013 Ncrnor \92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahw 1990 tentang Pendidikan Pra

Sekolah (Lemtralao Negara Republik Indoncsia Tahun 1990 Nomor 35,

Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 11);

6. Perafuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembarat Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41. Tambahan Lembffan Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Femerintah bJomor 13 Tahirn 20i5 tentang Perubahan Ke'iua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa: Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



i" Pcraiuran Pernerintait liorirur 47 Taliuii 2008 icrriang $ajib Bclajur
(I.embaran Negar-a Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 90,

Tarntrahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 4863);

L Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan dan
Fe.nyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 2-1, "I'ambahan Lemhatan Negai'a Republik
Indonesia Nomor 5i03). sebagaimana telah diubah dengal Peraturan
Pernerintah Nomor 66 Tahr.ur 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pernerintah Nomor T7'Iahun 2010 tentang Pengeiolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lenbarau Negara Republik Inilonesia
Tahun 2010 l"lomor 110" Tambahan Lernbaran Negara Republik
Ind+*esia lJornar. 5 1 55 ):

L Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanarnan Modal"

10.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Geratrian Nasional
Percepatan Perruntasan \\'aj ib Belaj ru" Pendidikan Dasar Serlibil an Tah u n

dan Pernberantasan Buta Aksara.

ii.Fcraiuran ivicrrte-ri Fcndiiiikan iian Kebu,iayaaii R-cpublik irriioirusia
Norror 81 Tahun 201-i tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

l2.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia
Nornor 84'lahun 2014 tentang Pendilian Satuan Pendidikan Anak Llsia
Dini;

13.Peratnran Menteri Penidikan dan Kebudayaan Repubiik Indonesia
Nornor i7 Tahun 2017 tentang Penerirnaan didik Baru pada Tarlarr
Kanak - kanak. Sekolatr Dasar. Sekolah \,{enengah Pertama- Sekolah
l\{enengah Atas. Sekolah \,fenengah Kejruuan. atau Bentuk larn .vang
sederajat;

ll D^...,r,...-* tr,,r^-r^*i r'l^l-,,. \ ^,,^,.; D^,.,,1-lil l-r^-^.i^ \^'-^, l:Q T^l',,^r l. i !idiUr(iil liLirL!rr ,Ur(tlli !!qiii i\!ViiUirN LiUUiiefiai :\Uiiiui iiU idiiiii

2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

l5.Keputusan Mente.ri Pendidikan Nasional Nomor AlBNl1997 tefltang
Penl,elenggaraan Pendidikan pada Kelompok Betmain dan Tanran
Pendidikan .{nak (TPA).

1{i. I{eputusan h'lenteri Pendidikan Nasional Nonol 051/0.2001 teirtang
Pendidikan Anak Usia Dini:

lT.Peraturan Bupati Perafuran Bupati Pesisir Selatau Nornor 43 'Ihhun

2016 tentang Kedudukan. Susunan Organrsasi, Tugas Pokok. Fungsr.
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Str-uktui'al Dinas Perranalllarl
\'{oda1 dan Pela.vanan Perizinair Terpadu Satu Pintu:

i8. Feiaturan iiupaii Pcsisil S*ialari t{iitnur 7 Tairul }.Ail iciiiang
Pendelegasian \\elvenang Pelayanau Perizilan dati \on Perjztnan
Kepada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

I 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatzur Nomor',5701285,,'KPTS/BPT-PS/2017
tentan-s Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
rlan \on Pei'izrnan Keprada f)inas Pen:uraman Modal dan Pelayanan
Penzrnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Seiatan.



lr4ernpedia'Likarr

Meiretapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

IZFTI MATl\_Drtlli_r6,l

KELIMA

Nama Leintraga

.Tenis kegiatan

Pen-velenggara

Lokasi

i. Psl'rrit-rirortarr lzir i-cirii-.raga hiuisus Pciaiiiialr (LKPi Arr.\'EF i i \
FEF1YANTI selaku Pirnpinan LKP NADZIFA.KecaT:ratan IV Jurai

Kabupaten Pesisir Selatan.

Surat Rekornendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kahupaten Pesi sir Selatan Notnor 42 0173 IDPK-PAI -l D/2 022. Tan ggai 2 7

Mei 2il22 perihal pennohonan Perparliangan rzin operasional Ll.i.F

NADZIFA.

MEMUTTiSKAI\{

Ivlemberikan Izin Operasional ini Kepada:

: LKP NADZIFA
: LKP ( Lembaga Kursus Pelxihan )
: YEFITA FEFIYANTI
: Jl.Jenderal Sudinnan Km.75 Salido Kenagarian
Salido Kecamatan lV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformai sobagaimana

dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Tiga ( 3 ) Tahun terhitung sejak
Tanggal30 Mei 2022 sanpai deagan 30 Mei 2025.

Pemegang Izin ini lVajib :

1. Menyelenggalakafl kursus pendidikan nonformal tersebut sedemikian
rup4 sehingga dapatmemenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang betlaku atau yang akan

ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan belkala sesuai dengan kstentuan yang berlaku.
4. Mengajukan pennohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30

(tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) NADZIFA selaku pemegang izrn
Operasional ini,tidak diperbolehkan untuk dipindah tangailkan kepada pihak
lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hart ter:ryata terdapat k-ekeliruan akaa dipe.r'baik: sebagaimana

mestinya.

Ditetapkandi:PAINAN
Pada tanggal : 30 Mei 2022

Al,'r. BUP.{TI

NrP. 19720302

Tbmbus{tn disampaikan Kep ud{t Yth ;
l.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2.Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3.Arsip

$)
IL \Etutz



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN I}AN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 2l602,Fax (0756;) 21502

Email:info@disdik.pesisirseiatankab.go.idWebsite:http;//disdilcpesisirselatankab.go.id

RrKOMT,NDAST
Nomor :42CI1 t+ nrr-vAuDnazz

Berdasarkan hasil pengarnatan dan verifikasi lapangan terhadap keberadaan

kredibilitas dan aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta

rekomendasi Wali Nagari Salido Kec. IV Jurai Nomor : 40AD6A/REKN{2022 TaaggalZ3

};.fLei 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kwsus Pelatihan (LKP), dengan

ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga

Program

Ketua Penyelenggara

Alamat

LKP NADZITA

Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

YEFITA FEFIYANTI

Jl. Jenderal Sudirman Km.75 Salido Kenagarian Salido

Kecamakn Murai Kabupaten.Pesisir Selatan

Untuk mengajukan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (tKP) dengan masa

berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Perafuran Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8I Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Peudidikan

Non Formal.

.Demikian 
Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 27 Mei2022
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabid PAUD dan Dikmas
a^ n:+l

",'/

24919 200s01 1 009


